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MOTO

Tidak masalah apabila anda berjalan lambat, Asalkan Anda tidak pernah berhenti
berusaha
(moto hidup Confucius)

Teruslah bermimpi, teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat
bermimpi! Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup! Kehidupan yang
sebenarnya kejam
(moto hidup R. A. Kartini)
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ABSTRAK

Syarat sah suatu perkawinan di Indonesia, kedua belah pihak harus tidak terikat
dalam suatu perkawinan, tidak ada hubungan kekeluargaan, adanya persetujuan
suka rela atau bebas dari calon suami istri, calon suami istri harus mempunya batas
usia minimum tertentu. Sedangkan syarat sah suatu perkawinan di Malaysia terdiri
dari 3 jenis proses, yaitu pencatatan dilakukan segera setelah selesai akad nikah,
orang asli Malaysia yang melakukan perkawinan dikedutaan Malaysia yang ada
diluar negeri serta Orang Malaysia yang tinggal di luar negeri dan melakukan
perkawinan tidak di kedutaan atau konsul Malaysia yang ada di Negara
bersangkutan.Pengaturan tentang batas usia perkawinan di Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah apabila pihak
pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah
mencapai umur 16 (enam belas). Kemudian ketentuan tersebut berubah sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang
menyatakan jika perkawinan dapat dilaksanakan apabila pria dan wanita sudah
mencapai umur 19 tahun. Di Malaysia, usia perkawinan minimum adalah 18 tahun
tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun mereka yang belum
mencapai batas minimal dapat mengajukan dispensasi kepada Mahkamah Syariah.

Kata Kunci (keyword): Batas Usia Perkawinan, Syarat Sah Perkawinan
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Latar Belakang

Pengertian perkawinan, Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang terkemuka, pernah
berkata bahwa manusia adalah zoon politikon, yaitu selalu mencari manusia lainnya
untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi.“Keluarga adalah suatu
organisme sosial yang muncul untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu dari
masyarakat dan individu-individu dan yang tunduk pada proses-proses alamiah
yang mengalami pembusukan dan pada akhirnya kehancuran”. Dasar Negara RI
yakni pancasila, sebab itulah hukum pernikahan ini akan dikaitkan dengan
pancasila. Sila ke-1 menggambarkan bahwa pernikahan berhubungan erat dengan
agama, karena itu pernikahan mengandung unsur lahir dan agama sebagai peran
penting didalamnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1
Perkawinan yaitu “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita (suami istri)
bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan
ketuhanan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana syarat sah
perkawinan di Indonesia dan malaysia, dan untuk mengetahui bagaimana kendala
pembatas usia dalam perkawinan.

Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif Penelitian
dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa:

1. Syarat sah suatu perkawinan di Indonesia adalah kedua belah pihak tidak
terikat dalam suatu perkawinan, adanya suatu persetujuan suka rela atau
bebas dari kedua belah pihak dengan kata lain tidak ada paksaan.
Sedangkan di Malaysia yaitu pencatatan dilakukan segera setelah selesai
akad nikah, orang asli Malaysia yang melakukan perkawinan dikedutaan
Malaysia yang ada diluar negeri serta Orang Malaysia yang tinggal di luar
negeri dan melakukan perkawinan tidak di kedutaan atau konsul Malaysia
yang ada di Negara bersangkutan.

2. Batas usia perkawinan di Indonesia, perkawinan dapat dilakukan jika pria
dan wanita sudah berusia 19 tahun sesuai dengan Undang-undang No. 16
Tahun 2019. Sedangkan di Malaysia pria harus berusia 18 tahun dan
wanita harus berusia 16 tahun.

Terdapatnya pluralisme (keaneragaman) hukum keluarga yang berlaku di negara-
negara Malaysia dan Indonesia itu sesungguhnya merupakan akibat dari politik
hukum yang dijalankan dulu semasa kedua negara tersebut masih dibawah
kekuasaan pengaruh Ingris (Malaysia) dan Belanda (Indonesia). Seperti diketahui,
keanekaragaman hukum yang berlaku itu tidak terbatas pada hukum keluarga saja,
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tetapi meliputi juga hukum keseluruhannya. Menjadi pertanyaan kini, politik
hukum yang bagaimanakah gerangan yang dilakukan oleh kedua negara Eropa itu
sehingga melahirkan adanya keanekaragaman itu. Untuk menjawab pertanyaan ini
kita teliti sejarah perkembangan kaidah hukum di kedua negara, yaitu Malaysia dan
Indonesia, sejak dulu hingga sekarang.

Maraknya perkawinan usia dini di kalangan masyarakat atau di beberapa negara,
termasuk negara Indonesia dan Malaysia, yang kemudian menjadi perbincangan
atau perdebatan masyarakat akhir-akhir ini adalah batas usia pernikahan. Sebab
setiap negara berbeda-beda dalam menetapkan minimal usia perkawinan sedangkan
dalam Agama Islam hanya memberikan kejelasan secara medis ataupun fisik yakni
yang telah melewati masa akhil-baligh maka dapat dikatakan orang tersebut sudah
dewasa dan dianggap sudah mampu bertanggung jawab.
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